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VII. SEKILAS TENTANG PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT


Dalam bab ini akan diuraikan sekilas secara garis besar tentang berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat umum yang berhubungan dengan empat bidang hukum yang berlaku yaitu: persoalan-persoalan dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana

A. Hukum Tata Negara


Persoalan-persoalan utama dalam hukum tata negara yang perlu diketahui oleh setiap lapisan masyarakat ialah:

· Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) sebagai lembaga tertinggi negara

· Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) sebagai lembaga legislatif

· Presiden/Pemerintah sebagai lembaga eksekutif

· Mahkamah Agung ( MA ) sebagai lembaga yudikatif

· Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ) sebagai lembaga konsultatif 

· Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) sebagai lembaga eksaminatif

Kelima lembaga tinggi negara yaitu DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan sederajat ( neben ) satu sama lain dan kelimanya berada dibawah ( untergeordnet ) MPR 


Kekuasaan publik yaitu kekuasaan rakyat yang telah didelegasikan kepada MPR dan kemudian oleh MPR dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk kekuasaan publik “Tri Praja” yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif


Kedudukan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat artinya seluruh rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada MPR dan selanjutnya oleh MPR didelegasikan lagi kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Adapun yang didelegasikan oleh MPR kepada Presiden adalah berupa pelaksanaan Garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang telah disahkan oleh MPR, akibatnya pada akhir masa jabatannya Presiden bertanggung jawab kepada:

· MPR secara langsung atas pelaksanaan GBHN

· Rakyat secara tidak langsung atas pelaksanaan GBHN

Tugas lembaga legislatif adalah membuat/menyusun peraturan Perundang-undangan. Tugas lembaga eksekutif / Presiden  adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan hukum/untuk Undang-undang. Tugas lembaga yudikatif adalah melaksanakan peradilan. Tugas lembaga konsultatif adalah memberikan nasihat, pertimbangan dan sumbang saran kepada Pemerintah tentang perkara-perkara khusus yang terjadi terutama yang belum ada pengaturan penanggulangannya secara yuridis

B. Hukum Administrasi Negara  


Persoalan-persoalan utama dalam hukum administrasi negara yang perlu diketahui oleh setiap lapisan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang yang bila diuraikan secara hirargis  dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam pemerintahan Umum bahwa puncuk pimpinan adalah Presiden. Menteri dalam negeri sebagai koordinator para Gubernur. Gubernur sebagai pemegang kekuasaan/pucuk pimpinan Daerah Tingkat Pertama sedangkan Bupati/Walikota sebagai Pucuk pimpinan Daerah Tingkat Kedua/Kota

2. Sistem Pemerintahan terdiri dari: system sentralisasi, system desentralisasi dan system dekonsentrasi. 

a. Sistem sentralisasi

Sistem sentralisasi  adalah system pemerintahan yang segala pengaturan hukumnya untuk seluruh wilayah negara diatur oleh pemerintah pusat/sentral.

Keuntungan: Mudah tercapainya keseragaman peraturan hukum diseluruh wilayah negara

Kerugian: Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat belum tentu cocok untuk diterapkan di daerah dengan kondisi yang berbeda dengan pusat 

b. Sistem desentralisasi


Sistem desentralisasi adalah system pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi tiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan otonomi/swatantra ( zelfbestuur )

Keuntungan: Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentunya akan lebih fungsional karena selaras dengan kondisi daerahnya

Kerugian: 

· Keseragaman hukum sulit untuk dicapai 

· Daerah akan lebih mudah melepaskan diri dari pemerintah pusat/sentral

c. Sistem dekonsentrasi


Sistem dekonsentrasi adalah suatu system pemerintahan yang memberikan kebabasan kepada daerahh untuk mengatur peraturan hukumnya sendiri namun tetap dengan pengawasan dari pemerintah pusat/sentral

Sistem dekonsentrasi merupakan jalan tengah antara system sentralisasi dengan system desentralisasi sehingga kedua system akan dapat saling menetralisir kelemahan satu sama lain dan bahkan saling melengkapi dan menyempurnakan sesamanya

Persoalan-persoalan atau hal-hal yang diatur dalam hukum administrasi negara pada dasarnya adalah:

· Persoalan legitimasi subjek hukum baik orang, badan hukum atau pejabat, yakni tentang nama, domosili, lahir dan mati

· Persoalan perpajakan, termasuk bea cukai, bea meterai dan sebagainya

· Persoalan kepegawaian negeri, BUMN, yakni tentang hal legitimasi/identitasnya, golongan/pangkat dan jabatan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dan mekanisme kerja

· Persoalan hubungan yuridis-prosedural antar lembaga-lembaga pemerintah

· Persoalan penyamaan dua hal berbeda yang demi hukum bisa dianggap sama, misalnya; kabupaten dan kota sebagai daerah tingkat II, jabatan Gubernur Bank sentral, Gubernur Lemhanas dan Panglima TNI yang setingkat Menteri, Notaris sebagai sebutan profesi dengan latar belakang pendidikan spesialisasi hukum kenotariatannya setingkat dengan magister hukum/strata II. Sedangkan gelar doctor honoris causa sebagai doctor kehormatan tidaklah sama dengan gelar doctor, karena doctor honoris causa setingkat dengan strata II. Hal ini dibuktikan bahwa untuk memperoleh gelar doctor honoris causa maka yang bersangkutan minimal telah memiliki pendidikan strata I / sarjana

C. Hukum perdata


Persoalan utama dalam bidang hukum perdata yang perlu diketahui oleh setiap lapisan masyarakat adalah persoalan-persoalan yang diatur dalam ketujuh bidang bagian hukum perdata yaitu: hukum pribadi, hukum benda, hukum objek immaterial, hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum waris dan hukum penyudahan penyelewengan perdata


Hukum pribadi adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur persoalan-persoalan; 

(1) Nama pribadi subjek hukum baik subjek hukum sebagai pribadi kodrati manusia maupun subjek hukum berupa pribadi hukum/badan hukum, 

(2) Domisili seseorang atau kedudukan sebuah badan hukum dimana kantornya beralamat, 

(3) Hal kewarganegaraan seseorang atau tanda kebangsaan suatu badan hukum. Seseorang/subjek hukum hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja, dengan demikian seseorang/ subjek hukum tidak boleh tidak memiliki kewarganegaraan(apatrida) atau memiliki kewarganegaraan ganda /bipatrida, 

(4) Kemampuan untuk bersikap tindak dalam bidang hukum seperti melakukan jual beli,perjanjian dan sebagainya, 

(5) Hal kedewasaan dan pertumbuhan jiwa normal menurut ukuran umur, misalnya seorang wanita dianggap dewasa dan cukup umur untuk menikah pada usia 16 tahun sedangkan pria 19 tahun berdasarkan  Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

(6) Hal pendewasaan yaitu hal dianggapnya seseorang yang belum dewasa seolah-olah telah dewasa untuk satu hal tertentu, misalnya sebuah keluarga memiliki sebuah mobil box sebagai satu-satunya mata pencaharian mereka namun oleh karena si Bapak sudah terlalu tua atau sakit sehingga tidak dapat mengendarai mobil box tersebut dan dalam hal ini seorang anak usia 15 tahun yang dianggap sebagai tulang punggung keluarganya dapat mengendarai mobil box tersebut, 

(7) Hal pengampunan /curatele yaitu ditetapkannya kedudukan seseorang yang sebenarnya telah dewasa  menjadi seakan-akan  orang tersebut belum dewasa. Hal ini disebabkan oleh karena yang bersangkutan mengalami; gangguan jiwa/sakit ingatan, terlalu pelupa dan terlalu boros

(8) Hal hubungan antara pengguna hak, pelaksanaan kewajiban dan pertanggungjawaban


Hukum benda yaitu bagian dari hukum perdata yang mengatur hal-hal kebendaan dan seluk-beluknya yang terutama berkenaan dengan hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda-benda yang dapat dikuasainya sebagai objek hukum. Hak-hak kebendaan yang ada pada dasarnya adalah; 

· Hak milik untuk segala macam benda

· Hak pakai untuk segala macam benda

· Hak gadai untuk benda bergerak saja

· Hak tanggungan untuk benda tidak bergerak saja

· Hak guna bangunan hanya untuk tanah

· Hak guna usaha hanya untuk tanah

· Hak membuka tanah/lahan hanya untuk tanah/hutan

· Hak menumpang hanya untuk tanah

· Hak atas nilai surat berharga 

Hukum objek immaterial yaitu bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang objek hukum yang bersifat tidak bendawi atau yang tidak berwujud benda. Adapun objek hukum yang bersifat immaterial misalnya; nama baik pribadi seseorang atau nama baik sebuah perusahaan dan bonafiditasnya, keaslian ciptaan, keaslian merek dagang, keaslian sejarah, keaslian kesan dan pengakuan masyarakat luas yang mengetahui fakta suatu kejadian perkara tertentu

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang secara khusus mengatur tentang perjanjian dan seluk beluknya, yakni terutama perkara sahnya suatu perjanjian, akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang sah, sebab yang dapat mengakhiri suatu perjanjian, perbedaan pengertian antara perjanjian dan perikatan

Hukum keluarga adalah bagian dari hukum perdata yang secara khusus mengatur persoalan kehidupan manusia dalam berkeluarga dan segenap aspeknya. Adapun aspek-aspek kehidupan keluarga yang diatur oleh bidang hukum ini ialah; persoalan perkawinan, persoalan Keturunan, persoalan pembuktian asal-usul anak sebagai hak suami, hal kekuasaan orang tua, persoalan harta kekayaan keluarga

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang secara khusus mengatur perihal cara peralihan suatu harta kekayaan dari seseorang kepada ahli warisnya. Hal-hal yang perlu dipahami dalam hukum waris adalah;

(1). Pewaris, adalah orang yang meninggalkan harta warisan

(2). Ahli waris, adalah orang yang menerima warisan karena mereka memiliki jati diri sebagai orang yang masih mempunyai hubungan darah ( legitimasi ) dengan pewaris. Ahli waris disebut juga legitimaris

(3). Boedel, adalah satu kesatuan harta warisan/peninggalan pewaris yang masih bulat/belum dibagi-bagi

(4). Pewarisan dengan wasiat, adalah pewarisan harta peninggalan pewaris disamping kepada ahli warisnya juga kepada orang-orang tertentu yang oleh pewaris diwasiatkan untuk menerima porsi tertentu dari harta yang ditinggalkan pewaris

(5). Testamen atau testato adalah; wasiat

(6). Surat wasiat, adalah surat yang isinya merupakan pernyataan terakhir dari pewaris semasa hidupnya tentang apa yang dikehendakinya agar para ahli warisnya melakukannya kelak pada saat 
ia telah meninggal

(7). Executeur testamentair, adalah pelaksana wasiat, yaitu orang yang ditunjuk oleh pewaris sebagai pemimpin pelaksana wasiat sampai tuntas

(8). Erfportie, adalah porsi warisan

(9). Hirarkhi, adalah tata urutan golongan legitimaris menurut sisten hukum waris, dibagi dalam empat golongan yaitu; 

· Golongan I ; kelompok anak sah dan keturunannya termasuk janda/duda pewaris.

· Golongan II ; Orang tua pewaris dan saudara-saudaranya

· Golongan III ; Kakek-nenek dari pihak ayah maupun ibu

· Golongan IV ; Sanak keluarga pewaris dalam garis menyamping sampai Derajat keenam

Hukum penyudahan penyelewengan, adalah bagian dari hukum perdata yang secara khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat terhitung sebagai penyelewengan perdata dan sanksi hukum yang bagaimanakah yang seyogyanya dikenakan terhadap pelakunya. Pada dasarnya suatu penyelewengan perdata dapat berwujud berupa sikap tindak atau perbuatan menggunakan hak secara berlebihan dan perbuatan melaksanakan kewajiban kurang dari batas minimal

D. Hukum Pidana


Persoalan utama dalam bidang hukum pidana yang perlu dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persoalan asas keberlakuan hukum pidana

a. Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sene Previa Lege Poenali, artinya tidak ada tindak pidana sebelum Undang-undang yang mengaturnya sebagai tindakan yang dapat dihukum

b. Asas menguntungkan terpidana atau asas penjatuhan sanksi yang lebih ringan dari satu peraturan perundang-undangan dalam satu kasus yang sama

c. Asas wilayah, yang menegaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pada suatu Negara ( WNA atau WNI ) maka dapat dilakukan tindakan hukum menurut hukum yang berlaku di Negara tersebut

d. Asas Kebangsaan, yaitu asas yang menegaskan bahwa Hukum pidana suatu negara berlaku bagi seluruh warga negaranya dimanapun warga negara tersebut melakukan tindak pidana

e. Asas Universal, yaitu asas yang umum yang sudah berlaku di seluruh dunia khusus untuk tiga macam tindak pidana yaitu; Makar/pembunuhan, pemalsuan surat dan pembajakan/perampokan. Kepada pelaku dapat dikenakan tindak sesuai dengan Hukum Pidana dimana ia melakukan perbuatan atau dimana ia tertangkap

f. Asas Ne Bis In Idem, artinya tidak dua kali untuk hal yang sama. Maksud dari asas tersebut adalah; suatu asas demi kepastian hukum yang melarang suatu perkara yang sudah pernah diadili dan sudah diputuskan oleh Hakim dengan kekuatan hukum yang pasti untuk di kutak-kutik lagi. Asas ini hanya dapat diterapkan apabila; perkara sama, pelaku sama dan kesalahan sama

g. Asas kematian terpidana, sebagai suatu asas yang menghentikan proses perkara berhubung perkara hukum pidana bersifat pribadi, akibatnya apabila terpidana meninggal maka otomatis perkara pidananya dianggap selesai

h. Asas kadaluarsa, adalah suatu asas yang menetapkan  batas waktu gugurnya hak untuk mengadakan atau melaporkan tindak pidana yang telah dialami korban, batas waktu gugurnya hak untuk menuntut bagi polisi dan jaksa terhadap tersangka.

j. Asas putusan hakim, yaitu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum keputusan yang pasti sehingga tidak ada lagi banding, kasasi atau peninjauan kembali ke lembaga pengadilan yang lebih tinggi

k. Asas sebab musabab atau latar belakang yang menjadi penggerak pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya yang

sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaranya

l. Asas kemampuan pelaku untuk menghindarkan atau tidak menghinjdarkan terjadinya tindak pidana itu serta unsure-unsur indeterminitas atau determinitasnya.

b. Persoalan tempat ( locus ) dan waktu ( tempus )


Tempat terjadinya suatu tindak pidana harus jelas untuk menetapkan pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Sedangkan waktu terjadinya suatu tindak pidana perlu dikletahui dengan jelas untuk menetapkan dan memastikan apakah usia pelaku pada waktu ia melakukan tindak pidana sudah mencapai 16 tahun

c. Persoalan tindak pidana, percobaan tindak pidana makar dan permufakatan jahat. 


Tindak pidana adalah suatu atau beberapa tindakan atau sikap tindak yang melanggar ketentuan hukum pidana. 

Percobaan tindakan pidana adalah suatu usaha  untuk mencoba melakukan tindak pidana. Unsur hukum yang harus dibuktikan dalam percobaan tindakan pidana adalah; adanya niat pelaku, niat telah diwujudkan oleh pelaku dan perbuatan/-pelaksanaan tindakan telah membuahkan hasil. 

Makar adalah suatu persiapan tindak pidana yang mirip dengan percobaan, hanya pada makar kegiatan yang dilakukan belum membuahkan hasil

Permufakatan jahat adalah suatu persiapan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang telah bermufakat untuk melakukan kejahatan. Unsur dalam permufakatan jahat hanya satu adalah adanya niat pelaku untuk melakukan kejahatan

d. Persoalan kesengajaan ( opzet )


Macam-macam kesengajaan dalam hukum pidana antara lain: Kesengajaan yang memang menjadi tujuan bagi pelaku ( opzet alsoogmerk ), kesengajaan yang bukan menjadi tujuan namun kepastian akibatnya sudah disadari oleh pelaku dan kesengajaan yang bukan menjadi tujuan

e. Persoalan berbagai macam tindak pidana atau delik


Delik adalah suatu tindak pidana yang dilandasi niat jahat pelaku untuk mencelakakan atau merugikan orang/pihak lain. Delik  pelanggaran ialah suatu tindakan pidana yang hanya melanggar suatu atau beberapa peraturan hukum namun tidak mengandung niat apapun perbuatan pelaku yang mencelakakan atau merugikan orang atau pihak lain. 

f. Persoalan macam hukuman


Dalam hukum pidana dikenal beberapa macam hukuman yang dapat diklasifikasikan dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: hukuman mati, penjara seumur hidup atau sementara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan Hakim

g. Dasar-dasar peniadaan hukuman


Pada dasarnya ada tujuh macam Keadaan yang bisa menjadikan landasan hukum untuk meniadakan hukuman atau melepaskan seorang pelaku tindak pidana dari tuntutan hukum sebagai berikut

1). Pelaku tindak pidana adalah orang dewasa yang tidak berakal sehat atau mengalami kelainan/gangguan jiwa

2).  Pelaku tindak pidana berusia dibawah 16 tahun ( kecuali hal khusus )

3). Keadaan darurat yang dihadapi pelaku ( Overmacht ) misalnya memperebutkan kepingan/papan perahu yang pecah yang berakibat orang lain meninggal

4). Keadaan darurat yang dihadapi pelaku karena mengancam jiwanya dan pelaku bertindak defensif dengan kekuatan seimbang     ( Noodweer )

5). Karena jabatan tertentu yang disandang

6). Dalam hal melaksanakan Undang-undang

7). Pelaku disuruh secara paksa dengan ancaman     

